SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 29
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan perkembangan dan kebutuhan
Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka optimalisasi
kinerja, peran, tugas dan fungsi, memperluas penyerapan
aspirasi masyarakat, peningkatan kesejahteraan serta
berdasarkan hasil kajian dari tenaga ahli/jasa penilai
publik tentang penentuan besaran tunjangan perumahan
dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Kayong Utara, perlu dilakukan
perubahan terhadap Peraturan Bupati Kayong Utara
Nomor 29 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1
Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kayong Utara;



Mengingat
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bahwa DPRD Kabupaten Kayong Utara telah menyurati
Bupati Kayong Utara melalui Surat Ketua DPRD
Kabupaten Kayong Utara Nomor 170/1/DPRD-B/1/2022
tanggal 10 Januari 2022 perihal Peninjauan Kembali
Tunjangan Perumahan dan Transportasi Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Kayong Utara Nomor 29 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong
Utara;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4682);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);



Menetapkan
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6197);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Kayong Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 144);

7. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 29 Tahun 2017
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong
Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun
2017 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 29 TAHUN
2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 1 TAHUN
2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA.
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Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 29 Tahun
2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong
Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong
Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 Nomor 29),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 20

(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (2) memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas,
standar harga setempat yang berlaku, standar luas bangunan dan
lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan sesuai dengan
standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar
rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk
mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.

(3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yaitu:

a. Ketua DPRD sebesar Rp12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus
lima puluh ribu rupiah) per bulan;

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp12.250.000,- (dua belas juta dua
ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan

c. Anggota DPRD sebesar Rp11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus

lima puluh ribu rupiah) per bulan.

2. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22
(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan

kendaraan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, kepada yang



(2)

(3)

(4)

(7)
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bersangkutan dapat diberikan tunjangan transportasi.

Tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk
uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal
pengucapan sumpah /janji.

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara,
tidak diberikan tunjangan transportasi.

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan fasilitas
kendaraan dinas, tunjangan transportasi tidak dapat diberikan
secara bersamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Besaran tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan asas
kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga setempat
yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai

dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku

untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan

Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya

operasional kendaraan dinas jabatan.

Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:

a. Ketua DPRD sebesar Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus
ribu rupiah) per bulan;

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
per bulan; dan

c. Anggota DPRD sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus

ribu rupiah) per bulan.

Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal

34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

Ketentuan mengenai pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan

transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam



~6 ~

Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (7) Peraturan Bupati ini, mulai
berlaku terhitung sejak bulan Januari 2022.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong

Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 2 Februari 2022

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 2 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD
HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022 NOMOR 5

9780625 200803 1 001




